
 
 

BUPATI SIDOARJO 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR: 10  TAHUN 2008 

TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

NOMOR 272 T AHUN 1995 
TENTANG 

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang :  a.  bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2907 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang MilikDaerah serta dalam rangka tertib hukum terkait 
kesesuaian bentuk produk hukum yang  digunakan, perlu dilakukan 
pencabutan Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Sidoarjo 
Nomor 272 Tahun 1995 tentang MajelisPertimbangan Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti RugiKabupaten Daerah Tingkat 
II Sidoarjo ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a,perlu menetapkan pencabutan Keputusan Bupati Kepala 
Daerah Tingkat IISidoarjo Nomor 272 Tahun 1995 tentang Majelis 
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Bupati 
Sidoarjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
DaerahdaerahKabupaten!K.otamadya dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Uildang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah .dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890) 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telahdiubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia Nomor 
4548); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 
Tahun 2007 ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lejlbaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E ) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam 
Negeri; 

9. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 
dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENCABUTAN 
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 
NOMOR 272 T AHUN 1995 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN 
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO. 

 
Pasal 1 

 
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 272 Tahun 

1995 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 
 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0 .. 
pada tanggal 26  Maret  2008 
 
BUPATI SIDOARJO 
 
               ttd 
 
H. WIN HENDRARSO 
 
 
 
 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 
26 MARET 2008 NOMOR 10 TAHUN 2008. 

 
 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
                ttd 
 
Drs. MOCH. ROCHANI,Msi 
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 057 923 


